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One significant challenge is low taxpayer 

compliance, whether due to ignorance, financial 

factors, or deliberate avoidance. This study 

analyzes the effectiveness of tax collection 

through Warning Letters, Enforcement Letters, 

and Seizures in increasing tax revenue at the 

Manado Tax Office. Using a qualitative 

descriptive method with secondary data from 

interviews and e-tax research documentation for 

the 2021–2024 period, the results show that 

Warning Letters increased from ineffective 

(12.32%–7.38%) in 2021–2022 to highly effective 

(116.61%–136.82%) in 2023–2024. Enforcement 

Letters remained low, decreasing from 

ineffective (7.87%–4.55%) to less effective 

(46.28%–20.48%) because arrears were settled 

before this stage. Seizures decreased from 

less/moderately effective (76.35%–80.64%) to 

ineffective (26.87%–8.08%) due to economic 

difficulties, lack of assets, and the cessation of 

business activities by taxpayers. 
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Salah satu tantangan signifikan adalah 

rendahnya kepatuhan wajib pajak, baik karena 

ketidaktahuan, faktor finansial, maupun upaya 

penghindaran yang disengaja. Penelitian ini 

menganalisis efektivitas penagihan pajak melalui 

Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam 

meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama 

Manado. Menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan data sekunder dari wawancara 

dan dokumentasi e-riset pajak periode 2021–

2024, hasil menunjukkan Surat Teguran 

meningkat dari tidak efektif (12,32%–7,38%) 

pada 2021–2022 menjadi sangat efektif (116,61%–

136,82%) pada 2023–2024. Surat Paksa tetap 

rendah, dari tidak efektif (7,87%–4,55%) menjadi 

kurang efektif (46,28%–20,48%) karena 

tunggakan dilunasi sebelum tahap ini. Penyitaan 

menurun dari kurang/cukup efektif (76,35%–

80,64%) menjadi tidak efektif (26,87%–8,08%) 

akibat kesulitan ekonomi, ketiadaan aset, dan 

berhentinya kegiatan usaha wajib pajak. 
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PENDAHULUAN 
Dalam konteks perekonomian negara, pajak memegang peranan sentral 

sebagai tulang punggung penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk 
mendanai berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, 
sektor pendidikan, serta layanan kesehatan. Namun, meskipun secara normatif 
kontribusi pajak sangat penting, dalam praktiknya masih terdapat kendala 
dalam optimalisasi penerimaannya. Salah satu tantangan signifikan adalah 
rendahnya kepatuhan wajib pajak, baik karena ketidaktahuan, faktor finansial, 
maupun upaya penghindaran yang disengaja. Untuk mengatasi persoalan ini, 
Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan berbagai instrumen penagihan, 
di antaranya Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan, sebagaimana diatur 
dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023. Ketiga 
instrumen ini dirancang sebagai mekanisme bertahap guna meningkatkan 
kepatuhan serta mendorong pelunasan tunggakan pajak. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Di 
satu sisi, beberapa studi menemukan bahwa ketiga instrumen tersebut efektif 
meningkatkan penerimaan pajak. Namun di sisi lain, terdapat temuan bahwa 
pelaksanaan penagihan masih belum optimal, terutama ketika petugas hanya 
fokus pada wajib pajak dengan tunggakan besar atau ketika terdapat kendala 
administratif seperti alamat yang tidak valid atau wajib pajak yang sudah tidak 
aktif. Di tengah keragaman hasil tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada 
KPP Pratama Manado, yang menjadi sorotan dalam studi sebelumnya karena 
praktik penagihannya belum mampu menggali seluruh potensi penerimaan 
pajak secara maksimal. Dengan mengkaji secara mendalam efektivitas dari surat 
teguran, surat paksa, dan penyitaan di kantor ini, penelitian ini dimaksudkan 
untuk mampu berkontribusi empiris untuk pengayaan literatur perpajakan, 
sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja penagihan 
pajak di daerah lain dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, studi ini 
dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas instrumen penagihan 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah   
terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi 
wajib yang harus dibayarkan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara. 

 
Wajib Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2023:29) Individu atau entitas yang memiliki 
kewajiban dan hak perpajakan, termasuk kegiatan seperti pembayaran, 
pemotongan, dan pemungutan pajak, sesuai regulasi perpajakan yang telah 
diundangkan. 
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Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut (Mardiasmo, 2023:11), sistem pemungutan pajak di Indonesia 

terdiri dari tiga yaitu : 
1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada 
pemerintah dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan 
oleh Wajib Pajak. 

2. Self Assessment System 
Sistem pemungutan di mana Wajib Pajak diberikan hak dan tanggung 
jawab untuk menghitung serta menetapkan sendiri jumlah pajak 
terutang yang harus disetorkan kepada negara. 

3. WithHolding System 

Sistem pemungutan yang mengalihkan tugas pemotongan atau 
pemungutan pajak kepada pihak ketiga yang ditunjuk, di luar otoritas 
pemerintah. 

 

Prosedur Penagihan 
Prosedur penagihan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 61 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak 
yang Masih Harus Dibayar, Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), prosedur penagihan 
pajak dilaksanakan secara bertahap. Tahapan dimulai dengan dikeluarkannya 
Surat Teguran apabila Wajib Pajak tidak membayar utang perpajakannya dalam 
kurun waktu 7 hari setelah batas akhir pembayaran. Apabila dalam kurun waktu 
21 hari sejak Surat Teguran disampaikan tunggakan pajak belum juga 
dibayarkan, maka akan diterbitkan Surat Paksa dan disampaikan oleh Jurusita 
Pajak kepada Wajib Pajak. Selanjutnya, bila dalam rentang waktu 2 x 24 jam 
setelah penyampaian Surat Paksa tidak terdapat pelunasan, pejabat berwenang 
akan mengeluarkan perintah penyitaan yang diadakan oleh Jurusita Pajak pada 
harta milik Penanggung Pajak. 
 
Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, Surat Paksa, Penyitaan 

Salah satu upaya yang ditempuh bagi otoritas perpajakan dalam proses 
penagihan adalah melalui penerbitan Surat Teguran. Mengacu pada Pasal 1 ayat 
15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023, Surat Teguran 
dikategorikan sebagai bagian dari serangkaian upaya penagihan pajak. Surat ini, 
bersama dengan dokumen serupa lainnya, disahkan oleh otoritas berwenang 
untuk mengingatkan kepada Wajib Pajak supaya segera memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Surat ini akan dikeluarkan apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) 
hari setelah jatuh tempo pembayaran, Penanggung Pajak belum juga 
melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. 
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Sementara itu, Surat Paksa merupakan dokumen resmi yang berfungsi 
sebagai perintah pembayaran atas utang beserta biaya penagihan pajak. Surat ini 
dikeluarkan oleh pejabat terkait apabila utang pajak tidak dibayar dalam waktu 
21 (dua puluh satu) hari sejak penyampaian Surat Teguran. Setelah diterbitkan, 
Surat Paksa disampaikan langsung kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita 
Pajak. Tindakan penyitaan diartikan sebagai proses yang dilaksanakan oleh 
Jurusita Pajak dalam mengambil alih harta milik Penanggung Pajak sebagai 
jaminan atas kewajiban pajaknya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang 
berlaku. Ketentuan mengenai penyitaan diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 
61 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5). Dalam aturan 
tersebut dijelaskan bahwa bila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak penyampaian 
Surat Paksa, Penanggung Pajak masih belum menyelesaikan utangnya, maka 
pejabat berwenang akan mengeluarkan surat perintah penyitaan, yang 
kemudian dilaksanakan oleh Jurusita Pajak terhadap harta milik Penanggung 
Pajak sebagai bagian dari proses penagihan. 

 
Teori Efektivitas 

Menurut Joko, Mane, dan Abubakar (2022:7), efektivitas dapat 
didefinisikan sebagai suatu indikator yang dipakai untuk mengevaluasi sejauh 
mana tujuan suatu organisasi berhasil tercapai. Keberhasilan suatu organisasi 
dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan menunjukkan bahwa 
organisasi tersebut telah menjalankan operasionalnya dengan efektif. Efektivitas 
mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan strategi, 
program, atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai target tertentu. 

 
METODOLOGI 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 
yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci serta menjelaskan kondisi nyata 
dari objek yang menjadi fokus kajian. 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang 
berlokasi di Jl. Gunung Klabat, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, 
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan pelatihan berlangsung 
selama ± 2 bulan mulai dari bulan April hingga Mei 2025. 
 
Jenis Data  

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif adalah informasi yang dijabarkan berupa narasi, 
seperti kalimat, atau visual, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan seperti 
wawancara, observasi, maupun diskusi yang bertujuan untuk menyajikan 
informasi yang mendalam dan rinci terkait isu atau masalah yang sedang diteliti. 
Sedangakan data kuantitatif adalah jenis data yang bersifat numerik, sehingga 
dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka yang konkret atau numerik. 
Data ini memberikan informasi yang bersifat objektif dan dapat dianalisis secara 
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statistik. Dalam konteks penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari sumber 
sekunder, yaitu melalui website e-riset pajak. 
 
Sumber Data 

Data yang mendasari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer yang 
berupa hasil wawancara kepada bidang Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan 
di KPP Pratama Manado, Data sekunder bersumber dari  penjelasan dan laporan 
dokumentasi yang disiapkan oleh KPP Pratama Manado. Data tersebut 
mencakup berbagai data statistik yang relevan dengan objek penelitian yang 
meliputi : Data nilai tunggakan pajak dan realisasi pencairan surat teguran, surat 
paksa dan penyitaan di KPP Pratama Manado dari tahun 2021 – 2024. 
 
Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 
Wawancara dilaksanakan kepada pegawai di bidang P3 KPP Pratama 
Manado untuk mengambil informasi yang ada kaitannya dengan proses 
penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa dan penyitaan. 
Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta  
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan masing-masing tahapan 
penagihan tersebut. 

2. Dokumentasi 
Peneliti akan mengumpulkan seluruh data atau dokumen yang tersedia 
melalui website e-riset perpajakan. Data tersebut diperoleh dalam 
berbagai bentuk, seperti laporan, statistik, dan dokumen yang memiliki 
keterkaitan dengan maksud penelitian. 

 
Metode Analisis Data 

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti 
bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan 
wawancara, observasi lapangan, dan dokumen yang dikumpulkan selama 
proses penelitian. Hasil temuan penelitian kemudian dikaji dengan 
menghubungkannya pada teori-teori yang sesuai, peraturan hukum yang 
berlaku, serta studi-studi terdahulu yang membahas topik serupa. Selain itu, 
penelitian ini juga memberikan uraian dan penjelasan mendetail terkait data 
yang telah berhasil dihimpun selama proses penelitian. 
 
Proses Analisis Data 

Tahapan analisis data yang dilakukan adalah : 
1. Pengumpulan  Data 

Mengumpulkan data  yang di perlukan dari objek penelitian, yang di 
peroleh melalui wawancara langsung dengan pelayanan penagihan dan 
dokumentasi diperoleh dari website e-riset perpajakan yang dikelola KPP 
Pratama Manado. 
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2. Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi akan 
diolah dan diteliti lebih lanjut dengan menghitung tingkat efektivitas, dari 
nilai tunggakan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan 
terhadap realisasi pencairan Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang 
telah dikeluarkan.  

Perhitungan ini menggunakan rumus efektivitas yang telah ditetapkan 
yaitu : 

 
Sumber: Seleksi Penagihan KPP Pratama Manado (2025) 

 
HASIL PENELITIAN 
Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran 

Bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi utang pajaknya, otoritas pajak 
akan melakukan upaya peneguran sesuai dengan Peraturan Kementrian 
Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Proses ini diawali dengan penerbitan 
dokumen penagihan yang sesuai dengan peraturan meliputi: Surat Tagihan 
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
dan Putusan Peninjauan Kembali. Penerbitan Surat Teguran akan diterbitkan 
selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah lewatnya masa jatuh tempo 
pembayaran. Berikut data Surat Teguran yang tercatat di KPP Pratama Manado: 

Tabel 1. Data Jumlah dan Realisasi Pencairan Lembar Surat Teguran yang 
diterbitkan di KPP Prata Manado dari Tahun 2021-2024 

 
Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025) 
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Tabel 1 adanya variasi dalam jumlah surat teguran, nilai tunggakan, serta 
realisasi pencairan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Meskipun pada 
awal periode efektivitas penagihan tergolong tinggi, pada tahun berikutnya 
terjadi penurunan efektivitas, meskipun jumlah surat teguran yang diterbitkan 
justru meningkat. Kondisi ini membaik secara signifikan pada tahun selanjutnya 
dengan pencairan yang melampaui nilai tunggakan, yang menunjukkan adanya 
pelunasan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun terakhir, meskipun jumlah 
surat teguran menurun, nilai tunggakan meningkat tajam, tetapi realisasi 
pencairannya juga meningkat pesat, menandakan keberhasilan dalam 
menyelesaikan piutang pajak yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya. 
 
Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa 

Apabila setelah diterbitkannya Surat Teguran oleh otoritas pajak, Wajib 
Pajak belum menyelesaikan utang pajaknya dalam kurun waktu 21 (dua puluh 
satu) hari sejak penyampaian Wajib Pajak, pejabat yang berwenang akan 
mengeluarkan Surat Paksa yang akan diinformasikan langsung dari Juru Sita 
Pajak kepada Penanggung Pajak. Data mengenai Surat Teguran yang tercatat di 
KPP Pratama Manado disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Data Jumlah dan Realisasi Pencairan Lembar Surat Paksa yang 
diterbitkan di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021-2024 

 
Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025) 

Tabel 2 menunjukkan adanya fluktuasi dalam penggunaan surat paksa 
sebagai upaya penagihan. Pada awal periode, efektivitas surat paksa tergolong 
rendah meskipun nilai tunggakan cukup tinggi. Tahun berikutnya justru 
mengalami penurunan dalam pencairan meskipun jumlah surat paksa 
bertambah. Perbaikan terlihat di tahun selanjutnya, dengan peningkatan 
signifikan dalam realisasi pencairan yang mencerminkan efektivitas penagihan 
yang lebih baik. Namun, di tahun terakhir, meskipun jumlah surat paksa 
mencapai titik tertinggi, efektivitas pencairannya menurun dibandingkan tahun 
sebelumnya. 
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Penagihan Pajak Melalui Penyitaan 
Selanjutnya, jika dalam waktu 2x24 jam atau dua hari setelah penerbitan 

Surat Paksa Wajib Pajak belum juga membayar utangnya, pejabat berwenang 
akan mengeluarkan SPMP. Berdasarkan surat tersebut, dilakukan penyitaan atas 
harta milik Penanggung Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Bila dalam kurun 
waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak tetap belum memenuhi 
kewajiban beserta biaya penagihan pajak, maka pejabat akan mengumumkan 
lelang terhadap barang sitaan tersebut. Berikut data Surat Teguran yang ada di 
KPP Pratama Manado: 

Tabel 3. Data Jumlah dan Realisasi Pencairan Lembar yang Penyitaan yang 
Diterbitkan di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021-2024 

 

 
Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025) 

Data dari KPP Pratama Manado menunjukkan bahwa selama periode 
yang diamati, terdapat dinamika signifikan dalam pelaksanaan penyitaan. Di 
awal periode, efektivitas pencairan relatif tinggi meskipun jumlah penyitaan 
tidak terlalu besar. Tahun berikutnya, jumlah penyitaan menurun, tetapi 
keberhasilan pencairannya secara persentase justru meningkat. Namun, pada 
tahun-tahun selanjutnya, meskipun jumlah penyitaan meningkat tajam, 
efektivitas pencairan mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan 
mencapai titik terendah pada tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan tindakan penyitaan tidak selalu sejalan dengan peningkatan hasil 
pencairannya. 
 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengukur efektivitas 
pelaksanaan penagihan pajak yang tertunggak melalui Surat Teguran, Surat Paksa 
dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado pada tahun 2021 
sampai 2024. Untuk mengevaluasi keefektifannya, digunakan rumus efektivitas. 
Hasil perhitungan dengan metode tersebut akan menunjukkan apakah 
penggunaan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dinilai efektif atau tidak 
dalam proses penagihan pajak, sesuai dengan standar kriteria yang berlaku 
berdasarkan kriteria dari Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996. Berikut adalah 
hasil perhitungan untuk menilai efektivitas penagihan pajak melalui Surat 
Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan selama periode 2021 sampai 2024 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Manado. 
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Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan 
Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado 

Untuk menganalisi dan mengetahui seberapa efektivitas penagihan pajak 
melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak, 
peneliti menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut 

 
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (2025) 

Proses penilaian ini mengikuti pedoman yang diatur dalam Keputusan 
Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yang 
memberikan arahan dalam menilai kinerja dan efektivitas aspek keuangan. 

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektivitas 

 
Setelah menganalisis efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, 

Surat Paksa dan penyitaan dari tahun 2021 sampai 2024, langkah selanjutnya 
adalah menilai tingkat keberhasilannya dengan mengacu pada standar yang 
ditetapkan dalam Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996. Berikut adalah 
temuan dari penilaian tersebut : 

 
Tabel 5. Presentase Efektivitas Penagihan Pajak melaluo Surat Teguran, 

Surat Paksa dan Penyitaan dari Tahun 202-2024 

 
Sumber: Data Olahan (2025) 
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Berdasarkan hasil perhitungan dari efektivitas penagihan pajak pada 
tahun 2021 sampai 2024, dari data di tabel di atas menunjukan bahwa tingkat 
efektivitas pada surat teguran rata-rata 68,28%, surat paksa tingakat 
efektivitasnya sebesar 19,80% dan efektivitas pada tahap penyitaan nilai rata-rata 
sebesar 47,99%. Dari data yang ada tingkat yang paling efektif dalam mangani 
penagihan wajib pajak di tahun 2021 sampai 2024 adalah menggunakan surat 
teguran dengan presentase rata-rata sebesar 68,28%, hal ini dilihat bahwa surat 
teguran akan lebih awal memberikan informasi tunggakan seorang wajib pajak, 
dan tindakan efektif yang berikutnya dalah tindakan penyitaan hal ini efektif 
dikarenakan proses penyitaan sudah ada tindakan langsung untuk menarik atau 
menyita barang milik seorang wajib pajak yang menunggak. Jika di tahap ini 
tidak di lunasi, akan langsung ke tahap pelelangan. dan yang surat paksa adalah 
yang paling tidak efektif dikarenkan surat paksa surat kedua yang di terbitkan 
setelah surat teguran tanpa ada tindakan lansung. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa :  

1. Surat Teguran menunjukkan efektivitas yang fluktuatif. Pada tahun 2021 
dan 2022, kriteria efektivitasnya Tidak Efektif (12,32%) dan (7,38%), namun 
meningkat drastis menjadi Sangat Efektif pada tahun 2023 dan 2024 
(116,61%) dan (136,82%). Hal ini menunjukkan bahwa surat teguran 
berhasil mendorong pelunasan tunggakan, terutama dalam dua tahun 
terakhir.  

2. Surat Paksa memiliki efektivitas rendah selama periode 2021-2024, dengan 
kriteria Tidak Efektif di tahun 2021 (7,87%) dan di tahun 2022 (4,55%). 
Selanjutnya kriterian Kurang Efektif di tahun 2023: (46,28%) dan di tahun 
2024 (20,48%). Rendahnya realisasi pencairan disebabkan oleh banyaknya 
wajib pajak yang melunasi tunggakan sebelum ke tahap surat paksa 
diberikan, sehingga nilai yang ditagih melalui surat paksa menjadi kecil. 

3. Penyitaan mengalami tren penurunan efektivitas. Pada tahun 2021 dan 
2022, kriteria efektivitasnya Kurang Efektif (76,35%) dan Cukup Efektif 
(80,64%), tetapi turun drastis menjadi Tidak Efektif pada tahun 2023 
(26,87%) dan 2024 (8,08%). Penyebab utamanya adalah lonjakan nilai 
tunggakan dari hasil pemeriksaan, kendala pelunasan kewajiban 
perpajakannya, serta aset sitaan yang tidak bernilai atau sulit dicairkan.   

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat, terdapat sejumlah aspek yang 
perlu diperhatikan secara detail agar efektivitas penagihan tetap terjaga secara 
konsisten dan berkelanjutan: 

1. Sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara dan konsekuensi dari 
penagihan pajak, termasuk pengenaan Surat Teguran, Surat Paksa, 
maupun penyitaan, perlu terus ditingkatkan. Usaha ini bertujuan untuk 
menciptakan efek pencegahan dan membangun kesadaran hukum Wajib 
Pajak agar taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.  
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2. KPP Pratama Kota Manado perlu meningkatkan koordinasi dan menjalin 
kerja sama dengan instansi terkait, seperti kantor pertanahan, perbankan, 
serta lembaga keuangan lainnya, untuk mempercepat proses verifikasi 
dan pelaksanaan penyitaan aset milik wajib pajak. Kolaborasi ini penting 
agar pelaksanaan penyitaan tidak terganggu oleh hambatan administratif. 

 
PENELITIAN LANJUTAN 
 Penelitian ini terbatas pada analisis tiga instrumen penagihan Surat 
Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan. Sehingga belum merefleksikan 
keseluruhan strategi yang tersedia dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
61 Tahun 2023. Karena hanya menggunakan data sekunder e-Riset 2021–2024, 
aspek kualitatif (persepsi WP, faktor ekonomi mikro/makro, serta efektivitas 
komunikasi digital) kurang terekspos. Untuk itu, penelitian berikutnya 
disarankan: Memperluas cakupan ke seluruh instrumen penagihan pajak 
sebagaimana diatur dalam PMK-61/2023, termasuk Surat Pemberitahuan (Pasal 
4), Surat Tagihan Pajak (Pasal 4 ayat 3), Surat Perintah Membayar (Pasal 4 ayat 
5), Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar (Pasal 64), Surat Perintah 
Penagihan Seketika (Pasal 4 ayat 6), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
(Pasal 118), serta mekanisme pemindahbukuan piutang dan penghapusan 
piutang (Pasal 119–120) 
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